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2019

Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dkk.

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) dan Pengujian

Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Perpu 1/2020) terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

1945).

Penguijian Formil UU 2/2020 dan Pengujian Materiil Pasal 27 ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) Perpu 1/2020 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal

7A, Pasal 23E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal

27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 38/PUU-XVIII/2020 mengenai
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



6516) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan Permohonan Nomor 38/PUU-XVIII/2020 mengenai
Permohonan Pengujian Materiil Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

4. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
penarikan kembali permohonan Nomor 38/PUU-XVIII/2020 dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan
berkas permohonan kepada para Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Senin, 28 September 2020.
Ikhtisar Ketetapan

Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 18 Mei 2020 dari para
Pemohon, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Mei 2020 serta dicatat
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 Juni 2020 dengan Nomor 38/PUU-
XVI1/2020 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan
Pengujian Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Para Pemohon pada persidangan tanggal 18 Juni 2020 telah menghadiri sidang panel
pendahuluan kemudian dilanjutkan dengan sidang panel pendahuluan dengan agenda
perbaikan permohonan pada tanggal 8 Juli 2020, setelah sidang panel dengan agenda
perbaikan permohonan tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan sidang pendahuluan tambahan
pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan agenda untuk mengonfirmasi perihal kebenaran
dokumen, dan ternyata para Pemohon membenarkan pencermatan Hakim Panel berkenaan
dengan adanya dugaan perbedaan tanda tangan penerima kuasa yang ada pada surat kuasa
dengan tanda tangan pada permohonan sehingga kuasa para Pemohon dalam persidangan
dimaksud menyatakan mencabut permohonan a quo.

Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama



pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Rapat Permusyawaratan
Hakim pada tanggal 31 Agustus 2020 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan
kembali permohonan Nomor 38/PUU-XVIII/2020 beralasan menurut hukum dan tidak dapat
mengajukan kembali permohonan tersebut.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan ketetapan yang amarnya menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 38/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian Formil Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik
kembali;

3. Menyatakan Permohonan Nomor 38/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian
Materiil Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

4. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali
permohonan Nomor 38/PUU-XVIII/2020 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan
mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.



